
 

 

BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini 

dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 

2019 tentang Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan 

Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 

didesa Hutabaru Siundol, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang 

Lawas, belum berjalan optimal. Aktivitas karang taruna tidak lagi 

aktif sebagaimana mestinya, dengan realisasi program resmi hanya 

terlihat pada kegiatan pelatihan tahun 2019, sementara kegiatan lain 

seperti gotong royong, pengajian, dan peringatan hari besar Islam 

lebih bersifat inisiatif internal, bukan bagian dari program yang 

diatur dalam peraturan tersebut. 

2. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, hambatan yang dihadapi 

Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol, Kecamatan Sosopan, 

Kabupaten Padang Lawas, meliputi kurang optimalnya pembinaan 

dari Kepala Desa, minimnya kegiatan sosialisasi atau pendekatan 

pengurus kepada masyarakat, kurangnya keterbukaan komunikasi 

antara pengurus dan anggota, serta menurunnya minat pemuda 

untuk berpartisipasi dalam organisasi. Di sisi lain, terdapat pula 

faktor pendukung yang memperkuat keberlangsungan Karang 

Taruna di desa tersebut, yaitu tingginya semangat yang dimiliki oleh 

pengurus dan anggota, serta besarnya dukungan yang diberikan oleh 

masyarakat setempat. 

3. Adapun tinjauan Maslahah Mursalah terhadap peran karang taruna, 

jika dilihat dari kaidah-kaidah maslahah seperti prinsip tanggung 

jawab, pembinaan masyarakat, dan sikap membangun, menunjukkan 

adanya penyimpangan dari peran ideal. Berdasarkan fakta di 



 

 

lapangan, Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol, Kecamatan 

Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, saat ini tidak lagi mengemban 

atau menjalankan fungsi utamanya, yaitu mengembangkan potensi 

generasi muda dan masyarakat, serta berperan aktif dalam 

pencegahan dan penanggulangan masalah sosial melalui program 

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 

perlindungan sosial, dan program prioritas nasional. Bahkan, 

sebagian anggota karang taruna justru menimbulkan keresahan di 

tengah masyarakat karena terlibat dalam perilaku negatif, seperti 

menghabiskan waktu untuk mengonsumsi minuman keras dan 

narkoba. 

1.2. Saran 
Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa 

aspek yang menghambat keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Hutabaru 

Siundol. Di harapkan kepada Pembina serta ketua Karang Taruna untuk 

memperhatikan organisasi karang taruna di desa Hutabaru Siundol dengan 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap karang taruna, 

mengalokasikan anggaran, memberikan penghargaan, melakukan sosialisasi, 

melakukan pemantauan dan evaluasi, menetapkan standar dan indikator 

secara nasioanal, melakukan program percontohan, melaksanakan 

koordinasi dan jejaring kerja. 

Diharapkan kepada anggota karang taruna agar aktif melakukan 

fungsi nya sebagai anggota karang taruna seperti menyelenggarakan 

kesejahteraan sosial, mengadakan pendidikan, pelatihan, bagi masyarakat, 

khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang 

dimilikinya. Di harapkan kepada kepala desa ikut membantu membina agar 

terlaksanaya organisasi Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol dengan 

baik. 
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